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Negara Republik' Indonesia Tahu 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor
106, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomeor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
Pendapatan
a. Semula Rp.1.443.111.259.750,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 132.4369.113.124.00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.575.550.372.874,00
Belanja
Semula Rp.1.523.593,188.855,00



b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 86.107.343.085,27
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.609.700.531.940,27

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (34.150.159.066,27)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1. Semula

Rp 80.481.929,105,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp {46.331.770.038,73)

Jumiah penerimaan setelah perubahan Rp 34.150.159.066,27
b Pengeluaran

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumiah pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 34.150.159.066,27
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan(SiLPA)
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini terdiri dari :
1. LampiranI

2. Lampiran II

3. Lampiran III
4. Lampiran IV

5. Lampiran V
6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK yang diklasifikasikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Perubahan Penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Daftar perubahan nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;

Daftar perubahan nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial;

Daftar perubahan nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Daftar perubahan nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja
bagi hasil;

Rincian perubahan dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rincian perubahan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan
pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rincian perubahan dana tambahan infrastruktur menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan; :
Sinkronisasi perubahan kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota
pada daerah perbatasan dalam Perda tentang APBK dan Perkada tentang
penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.






